BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 188/ 7] /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER BHAKTI
SEBAGAI PENGELOLA PUPUK PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN DAN

Menimbang :

Mengingat :

PEMASARAN BERAS SEHAT NGAWI

BUPATI NGAWI,

bahwa Kabupaten Ngawi merupakan daerah
penghasil beras sehingga perlu dilakukan upaya-
upaya untuk mempertahankan kualitas lahan
pertanian melalui budidaya pertanian ramah
lingkungan;

bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk
mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
dengan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah dalam
pelaksanaan program Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti sebagai
Pengelola Pupuk Pertanian Ramah Lingkungan dan
Pemasaran Beras Sehat Ngawi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3068) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti
sebagai Pengelola Pupuk Pertanian Ramah Lingkungan dan
Pemasaran Beras Sehat Ngawi.



KEDUA :  Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menyediakan ketersediaan pupuk organik bagi petani di
Wilayah Kabupaten Ngawi;
memastikan ketersediaan Beras Sehat Ngawi;
melakukan penjualan pupuk dan Beras Sehat Ngawi;
bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Kelompok Tani, Paguyuban Penggilingan dan
Produsen Pupuk Organik dalam penyediaan dan
penjualan pupuk organik serta dalam penyediaan dan
pembelian Beras Sehat Ngawi dari petani.

P g

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Apri] 2022
BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi,
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, dan Direktur dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.




